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ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Di dalam Pasal Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diatur perbuatan hukum pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. 

Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta notaris perkawinan dilangsungkan pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam pasal 29 undang-undang No 1 Tahun 1964 Tentang Perkawinan, Perjanjian Kawin dapat dibuat dengan perjanjian tertulis dan disahkan oleh pencatatan perkawinan.

ABSTRACT

Marriage agreement is an agreement between a husband and wife candidates to arrange a marriage due to their property in defiance of union assets. In the Article of Article 147 The Book of the Law and Article 29 of the Civil Law Act 1974 Nomor.1 About marriages arranged marriage covenant making legal actions conducted before or in the course of the marriage

In the Book of the Law and the Civil Law Act No. 1 of 1974 On Marriage is not regulated the manufacture of the Marriage Agreement after the marriage took place. Provisions in the law only regulates the Marriage Agreement made before or during the marriage took place.

Married agreement must be made by notarial deed of marriage held article 147 the Code of Civil Law. While in article 29 of Law No. 1 of 1964 On Marriage, Marriage Agreement may be made by written agreement and authorized by the registration of marriage.
I. Pendahuluan 

Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masysrakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masysrakat kini semakin kompleks dan rumit.

Dalam sebuah perkawinan masyrakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asal saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.
Di perparah dengan adanya globalisasi yang mementingkan semangat individualistis dan serakah mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Kini banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam masysrakat timur. Banyak pasangan yang kini melakukan perjanjian kawin. Dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian kawin kepada masing-masing pasangannya.
Dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering menyaksikan di layar kaca mengenai adanya fenomena perjanjian kawin, yang sering terjadi pada para selebritis. Mereka melakukan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya. Namun sangat terasa janggal apabila kita melakukan pernikahan namun kehidupan kita dibatasi dengan adanya suatu perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian kawin.
Perjanjian Kawin itu adalah perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa :
“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.
Intinya Perjanjian Kawin adalah Perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.
Mengenai Perjanjian Kawin ini diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak ataas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsukan.

4. Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubah tidak merugikan pihak ketiga.

Secara formil, Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh  suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.
Perjanjian kawin dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313BW). Para pihak harus menaaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW (Burgerlijk Wetbook). Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.
Perjanjian kawin biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akte Notaris dan disahkan oleh  petugas pencatatan perkawinan. Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pagawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian kawin yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu banyak pihak yang membuat perjanjian ini dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan.

II. Kerangka Teoritis 
a. Pengertian Perjanjian Kawin

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian Perjanjian Kawin. Dalam Pasal 29 Undang-undang tersebut hanya dikatakan “ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan.

Tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian kawin maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian kawin dan pengertian perjanjian kawin yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian Perjanjian Kawin Menurut Beberapa Ahli :
1. R. Subekti
Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Ko Tjay Sing

Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat bakal suami isteri

untuk mengatur akibat-akibat harta kekayaan mereka .

3. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien
Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian Kawin dapat dibuat:
· untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan (percampuran) harta kekayaan menurut undang-undang (wettelijke gemeenschap van goederen).

Biasanya Perjanjian Kawin di buat untuk maksud ini.

· untuk pemberian Hibah si suami kepada si isteri atau sebaliknya, atau pemberian hibah timbal balik antara suami dan isteri (Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

· untuk membatasi kekuasaan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga si suami tanpa kekuasan si isteri tidak dapat memutus terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dari persatuan barang si isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh si isteri sepanjang perkawinan.

b. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kawin.
Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara efektif, Perjanjian Kawin diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris dan sebelum perkawinan berlangsung. Tidak dipenuhinya syarat tersebut diancam kebatalan, yang mengakibatkan bahwa suami dan isteri dianggap telah kawin dengan persatuan harta kekayaan secara bulat.
Syarat dibuat dengan Akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan Perjanjian Kawin, karena kalau Perjanjian Kawin dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bisa diubah isi Perjanjian Kawin dan syaratnya, ini ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut yang menentukan bahwa Perjanjian Kawin, setelah perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah, seandainya dapat dibuat di bawah tangan, sehingga memungkinkan merugikan pihak ketiga.
sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Calon suami-isteri dapat membuat Perjanjian Kawin asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.
Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan :“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut”.
Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Dalam ayat (2) dikatakan: “perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.
Konsep Perjanjian Kawin sebelum perkawinan, awalnya memang berasal dari hukum perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini telah mengkoreksi ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Perdata (buatan Belanda) tentang Perjanjian Kawin. Dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan :“Dengan mengadakan Perjanjian Kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata-tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.”.Maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian sebelum perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan, tetapi juga bisa di luar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Isi Perjanjian Kawin diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perjanjian Kawin sebelum perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan, Perjanjian Kawin ini termasuk dalam hukum perjanjian buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan para pihak yang berjanji, bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.
Perjanjian Kawin biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain : tentang pemisahan harta kekayaan.

Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan, yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang di dalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.
Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian sebelum perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan atau saat terjadi perceraian.

Pada Perjanjian Kawin juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ditetapkan bahwa :
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. 

2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

4. Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.
Perjanjian Kawin dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti dikatakan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.
c. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan.

Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tuan dan anak secara timbal balik

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam : Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemah dari kata-kata tersebut.

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan disamping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya.
d. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Syarat-syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan :
1. Syarat-Syarat Materil
Syarat-syarat Materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Syarat ini terbagi dua, yaitu :
a. Syarat Material Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak kawin, yaitu : 

· Adanya persetujuan kedua calon suami isteri.

· Adanya izin orang tua bagi calon suami isteri yang belum mencapai usia 21 tahun.

· batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah :  umur 19 bagi pihak laki-laki, umur 16 bagi pihak perempuan
· apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tenggang.
2. Syarat Material Realtif, adalah syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan kawin, akan tetapi tidak dengan semua orang. Orang-orang yang dapat dikawini harus memenuhi syarat Material Relatif.

Syarat Material Relatif adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
· adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik ke atas maupun ke bawah.
· adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
· adanya hubungan antara saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini jika suami beristeri lebih dari satu.
· adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
b. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Jika suami-isteri yang telah bercerai dan kemudian kawin lagi unuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
d. Syarat –syarat Formil

Syarat Formil adalah  syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap yaitu:
a. Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.

b. Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan.

c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya.

d. Sahnya Perkawinan
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa :
· perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya.

· tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

· Ketentuan ini bisa dijabarkan bahwa perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan. 

· menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan.

· secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama Islam.

· dicatat menurut Perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat nikah.

Untuk orang Cina dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan di lakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil. Untuk orang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Pengawai Pencatat nikah, talak, rujuk dari Kantor Urusan Agama.
III. Hasil Penelitian

a. Kekuatan Perjanjian Kawin Dibuat Setelah Menikah
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
Perjanjian kawin dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian kawin harus disahkan petugas pencatatan perkawinan. Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pagawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian kawin yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu banyak pihak yang membuat perjanjian ini dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notariil jika tidak akan batal demi hukum. Sedangkan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat tertulis tapi tidak menyebutkan akta notaris, kemudian di sahkan di pencatatan perkawinan, (islam-kua, non islam-catatan sipil). Jadi boleh akta dibawah tangan atau akta notaris, atau akta yang dibuat oleh para pihak kemudian di sahkan pegawai pencatatan perkawinan. Notaris berfungsi mengatur hak dan kewajiban para pihak dan pegawai pencatatan perawinan mensahkan. Keabsahan Perjanjian Kawin di sahkan oleh pegawai pencatatan perkawian bukan kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Perjanjian Kawin itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan  dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Manusia kadang berubah pikiran sehingga undang-undang perkawinan mengakomodir hal ini dalam ketentuan pasal 29 (4) undang-undang perkawinan.

Bagi mereka pasangan suami isteri yang sudah melakukan perkawinan, namun belum melakukan Perjanjian Kawin, mereka dapat membuat Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian Kawin Setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak istri ataupun suami. Jadi Perjanjian Kawin Setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan.Untuk itu Perjanjian Kawin dibuat, yang fungsinya adalah :
1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/gono-gini.

2. Atas hutang masing-masing pihak-pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri

3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.

4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari kawan kawinnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

· Prosedur pengajuan permohonan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan.

untuk mengajukan permohonan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan harus didahului dengan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh suami-istri dan ditandantangai oleh kedua belah pihak di atas materai senilai Rp.6.000,- yang isinya mengutarakan bahwa :
· Para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal sesuai dengan akta perkawinan.

· Bahwa para pemohon sama-sama bekerja.

· Bahwa para pemohon mempunyai masing-masing penghasilan yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga pemohon tidak membutuhkan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara yang satu dan lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga pemohon yang berstatus sebagai suami tetap bertanggung-jawab atas kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.

· Bahwa karena status sosial masing-masing di mana pekerjaan pemohon mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan dan juga karena pekerjaan pemohon mempunyai konsukuensi dan tanggung-jawab sampai pada harta pribadinya, sehingga setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, maka terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari menjadi tetap terpisah satu dan lainnya, sehinga tidak lagi berstatus harta campuran.

· Bahwa seharusnya para pemohon membuat suatu perjanjian tentang harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan pemohon, sehingga baru sekarang, para pemohon berniat membuat perjanjian status harta bersama.

· Bahwa oleh karena perkawinan para pemohon telah dilangsungkan pada tanggal sesuai dengan kutipan akta perkawinan tersebut, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

b. Kerugian Perjanjian Kawin dibuat setelah menikah

Perjanjian Kawin yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bukanlah merupakan perbuatan yang tabu. Lembaga hukum pernjanjian kawin sebenarnya telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata barat.
Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perjanjian Kawin yang dibuat suami-istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah Perjanjian Kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Perjanjian Kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur yang kekeluargaan tidak mengenal sifat individualistis dan materialistik tentu menolak adanuya Perjanjian Kawin, di samping itu menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan itu sendiri, juga bisa membuat image bahwa perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan risiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.
Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menggatur pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Karena Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil pada saat perkawinan di langsungkan. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.

Dengan adanya Perjnjian Kawin memisahkan harta bawaan, tidak masuk dalam harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian Kawin sangat beda dengan sistem dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bedanya Perjanjian Kawin di buat menjelang, pada saat perkawinan dilangsungkan sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibuat sebelum perkawianan dilangsungkan. Dalam Undang-udang Perkwinan harta bawaan menjadi harta bersama. 

Harta bawaan yaitu harta perkawinan yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebelum di langsungkanya perkawinan, yang selama berlangsungnya perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing suami-isteri (kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan), dan suami-isteri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum menganai harta bawaan masing-masing. Misalnya, seorang wanita yang pada saat akan melangsungkan perkawinan telah berkerja di sebuah perusahaan selama empat tahun, dan dari hasil kerjanya itu mampu membeli mobil. Maka ketika terjadi perkawinan, mobil tersebut merupakan harta bawaan isteri. Sedangkan Harta Berasama adalah harta perkawinan yang di peroleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun isteri, yang berada didalam kekuasan suami dan isteri secara bersama-sama, sehingga penggunaanya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Misalnya gaji masing-masing suami dan isteri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahan oleh salah satu pihak.
Dengan adanya Perjanjian Kawin, maka harta bawaan suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan pasal 29 disebutkan bahwa tak’ilik-talak tidak termasuk dalam Perjanjian Kawin. 

Perjanjian kawin yang dibuat tidak melulu hanya mengatur tentang harta dalam perkawinan saja tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak. Merunut pada Pasal 34 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi :
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.

Suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai direksi suatu perseroan terbatas, karena pekerjaan suami mempunyai resiko tinggi dapat menimbulkan konsekuensi hilangnya harta benda milik bersama jika tidak diantisipasi untuk membuat perjanjian kawin, begitu juga istri yang mempunyai suatu usaha apabila mengalami kerugian maka harta milik suami tidak ikutan menjadi korban.
· Akibat Hukum Terhdap Harta
Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan baik dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Perjanjian kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan resiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.

Masyarakat di perkotaan di kota besar saat ini ada kecenderungan semakin banyak yang membuat perjanjian kawin baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami istri serta sama-sama bekerja mencari nafkah, salah satunya menjabat sebagai direksi atau direktur dari sebuah perseroan perusahaan terbatas. Apabila Direksi atau Direktur dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan maka sesuai dengan Undang-undang Perseroan terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi. Agar tidak menghancurkan biduk rumah tangga maka suami istri yang belum membuat perjanjian kawin akhirnya membuat perjanjian kawin untuk mengatur hidup mereka yaitu dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Akibat hukum dari kedua Penetapan tersebut di atas berdampak pada kedudukan harta setelah adanya pembuatan perjanjian kawin yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri menjadi semakin kuat, karena masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Dasar dari para pemohon untuk membuat perjanjian kawin adalah adanya keyakinan dari para pihak bahwa mereka masing-masing mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga. Perjanjian kawin yang dibuat tidak melulu hanya mengatur tentang harta dalam perkawinan saja tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak. Menurut pada Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai direksi suatu perseroan terbatas, karena pekerjaan suami mempunyai resiko tinggi dapat menimbulkan konsekuensi hilangnya harta benda milik bersama jika tidak diantisipasi untuk membuat perjanjian kawin, begitu juga istri yang mempunyai suatu usaha apabila mengalami kerugian maka harta milik suami tidak ikutan menjadi korban.
· Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan

Berbicara tentang akibat hukum, maka kita berbicara tentang dampak yang akan kita terima. Seperti yang diketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian kawin.
1. Akibat hukum bagi pihak yang membuatnya
Jika kita cermati pembuatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :“ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut “.Dari pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus berbentuk tertulis. dengan adanya ketentuan yang mengharuskan Perjanjian Kawin dalam bentuk tertulis maka perjanjian kawin yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis.
Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta notaris, diadakan sebelum perkawinan dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, perjanjian ini berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diartikan pembuatan Perjanjian Kawin mengharuskan dalam bentuk akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.
Berdasarkan keterangan di atas maka untuk pembuatan perjanjian kawin berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian kawin yang dibuat terbentuk karena tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, maka dengan sendirinya perjanjian kawin mengikat para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian kawin yang dibuat.

Jadi dapat disimpulkan untuk perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak, baik yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian Kawin yang dibuat mempunyai akibat hukum mengikat bagi suami istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu suami istri tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian kawin tersebut.
· Akibat hukum tehadap pihak ketiga
Perjanjian kawin dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian kawin bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlalu terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”.
Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian kawin dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian kawin hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian kawin baru berlakuterhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuah perjanjian kawin dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 50 disebutkan perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga , terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawi pencatat nikah.

Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian kawin belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Sehingga apabila terjadi persangkutan utang dengan suami atau istri, penyelesainannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama.
IV. Penutup 

a. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kawin yang dibuat setelah dilangsungkannya Perkawinan, maka dapat diambil kesimpulan :
1. 1.
Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menggatur tentang pembuatan Perjanjian Kawin setelah dilangsungkanya perkawinan. Dalam undang-undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

2. Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian Kawin dibuat tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.
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